("/

BUPATI J PARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN DAN AKSES
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU -
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN JEPARA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang
Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data
Kependudukan, yang mencabut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang
Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara
Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor
Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka Perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 10
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Izin
Pemanfaatan Dan Akses Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik Di Kabupaten Jepara;

. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara

Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian
Izin Pemanfaatan Dan Akses Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik Di Kabupaten Jepara,
yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2015 sudah tidak sesuai
dengan Peraturan Perundang - undangan yang
berlaku, maka perlu dicabut;



Mengingat :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan
Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Dan
Akses Nomor Induk  Kependudukan, Data
Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk

- Elektronik Di Kabupaten Jepara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor Nomor
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54753);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011

tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara
Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun

2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemenfaatan
Data Kependudukan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun

2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 2), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor
11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 10;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN
DAN AKSES NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA
KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK DI KABUPATEN JEPARA.

Pasal 1

Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Pemberian Izin Pemanfaatan Dan Akses Nomor Induk Kependudukan,
Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di
Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor
10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 April 2020

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,
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DIAN KRISTWNDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 2 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,
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